PUTUSAN
Nomor 386/Pdt.G/2018/PA Plp.
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan
putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Muhammad Ardiansyah Sainal Bin Zainal Abidin, tempat dan tanggal
lahir Palopo, 13 Mei 1996, agama Islam, pekerjaan
Tidak ada, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas,
tempat kediaman di Jalan Dr Ratulangi Km 7,
Kelurahan Buntu Datu, Kecamatan Bara, Kota Palopo
sebagai Pemohon,
melawan
Tika Sari Binti Umar, tempat dan tanggal lahir Palopo, 05 Oktober 1995,
agama Islam, pekerjaan mahasiswa, Pendidikan
Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di
Jalan Dr. Ratulangi ( Samping Sd 8 ) Salobulo,
Kelurahan Salobulo, Kecamatan Wara Utara, Kota
Palopo sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi
dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta para saksi di muka
sidang;

DUDUK PERKARA
Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 02 Juli 2018
telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 386/Pdt.G/2018/PA Plp.,
tanggal 04 Juli 2018, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:
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Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 14 Nopember 2012 Miladiah, Pemohon
! dengan Termohon melangsungkan Pernikahan di Kelurahan Salobulo,
’ Kecamatan Wara Utara, Kota Palopo.
7 Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung
Termohon yang bernama Umar, dikawinkan oleh imam setempat bernama
Umar Lupu, saksi nikahnya masing-masing bernama Mahyuddin dan Arias
Kurani dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai.
Bahwa setelah akad Nikah Pemohon dengan Termohon hidup bersama
sebagai suami istri dan bertempat kediaman di rumah orang tua Pemohon di
Kelurahan Buntu Datu, Kecamatan Bara, Kota Palopo, selama 6 tahun.
Bahwa selama ikatan pernikahan, pemohon dan termohon telah dikaruniai 1
orang anak yang bernama Ufaira Zara Nadia Akhyar A binti Muhammad
Ardiansyah, umur 5 tahun Anak tersebut ikut bersama Termohon
Bahwa keadaan rumah tangga pemhon dengan Termohon semula berjalan
- Rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2014 antara pemohon dengan
termohon sering muncul pertengkaran disebabkan oleh - Termohon bermain
cinta/selingkuh dengan laki-laki lain.
Bahwa pada bulan Juli tahun 2017 terjadi lagi cekcok disebabkan hal
tersebut di atas lalu Termohon pergi meningglkan rumah, tidak pernah
kembali menemui pemohon sehingga terjadi perpisahan tempat tinggal
sampai sekarang yang sudah berjalan 1 tahun lamanya.
Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas pemohon
sudah tidak memiliki harapan yang dapat hidup rukun kembali bersama
termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan
datang.dengan demikian, Permohonan cerai Pemohon telah memenuhi
persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan berundang-undang yang
v berlaku

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada
Pengadilan Agama Palopo, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai
berikut:

Primer :
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1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.

2. Mengizinkan kepada Pemohon ( Muhammad Ardiansyah Sainal bin Zainal
¢ Abidin ) berikrar menjatuhkan talak satu Raja€™i terhadap termohon ( Tika
Sari binti Umar ) di depan sidang Pengadilan Agama Palopo.

4. Membebankan biaya perkara menurut hukum :
Subsider :
Apabila majelis Hakim Berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon
dan Termohon telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan
Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi
dengan mediator Hakim, sebagaimana laporan mediator tanggal 19 Juli 2018,
akan tetapi tidak berhasil;

- Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan
Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon mengajukan jawaban

pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

T IBERWE o e v o G S e R R A S e A SR :
2 ABBBMWEL.........ocoveens veomoismnmssin@oions sosisinm e soseians:smsmasis s ioisnio s sasmsas sdxngamess oo asaassn ;
BE ABAEWAL ... ..o s svmmme S s e e s e s S S e s SR e SO dst;
Dalam Pokok Perkara

U BB oo s s e s A 8 A4 e S SR SRS a3 :

SRR RINNENE: 20 e T S i o TS B S IS e s ot b RS LS
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Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut Termohon memohon kepada
‘ Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah ...................... agar menjatuhkan
Py putusan yang amarnya sebagai berikut:
Dalam Konvensi
Dalam Eksepsi

Nl s v i S S R R TR S S e S e R e e e S S s S e ;
7 S O e e S T dst;
Dalam Pokok Perkara
8 Mo, mon_ssyeiey o, s, ol et e BN, oo reye Sleronice v i i sy .. ;
s s e S B S e S S A e s S T NS N R s ;
T - ;
R e s me s T et o dst;
Dalam Rekonvensi
] St o sovewnn . o . om0, sttt ool Wi pcse SN Y ot O, 108 :
> it e G B R A S R ST e SR e SRS e e e e s e ;
T :
e e e e e ncnr el S S ot LSRN D B dst;
Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan
replik yang pada pokoknya sebagai berikut: ......................o
Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan
duplik yang pada pokoknya sebagai berikut: ...

Bahwa eksepsi Termohon telah diputus dengan putusan sela Nomor
386/Pdt.G/2018/PA Plp., tanggal #tanggal_putusan_sela# yang amarnya pada
pokoknya menolak eksepsi Termohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-daliinya, Pemohon telah mengajukan
bukti berupa:

¥ A. Surat:

B. Saksi:

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalii bantahan dan rekonvensinya,

Termohon telah mengajukan bukti berupa:
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A. Surat:
#alat_bukti_pihak2_agama#
# B. Saksi:
#tanya_jawab_putusan_pihak2_agama#
Bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat
(discente) pada hari ......... £ 1410 (o [ | [ERmm— yang pada pokoknya sebagai
IBIRRIES ..... oo s nnmsnmssassissansassnsasssammssmmms sonnmns s R b e S SRS A RS s R e s
Bahwa Pemohon dan Termohon masing-masing telah menyampaikan
kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat
dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi
Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa eksepsi Termohon Konvensi telah diputus dengan
putusan sela Nomor ............... , tanggal ................ , yang pada pokoknya
menolak eksepsi Termohon Konvensi;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon
Konvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para
pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah
memenuhi maksud pasal 130 HIR/154 Rbg, juncto Pasal 82 Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan
Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan
mediator Hakim, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 19 Juli 2018
mediasi tidak berhasil/gagal. Dengan demikian, dalam pemeriksaaan perkara a

quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung
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Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di
Pengadilan.

& Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi adalah
sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalii permohonan Pemohon
Konvensi, Termohon Konvensi telah memberikan pengakuan murni atas dalil-
dalil permohonan angka ....... . , sehingga dalil-dalil tersebut dinyatakan telah
terbukti berdasarkan pasal 311 R.Bg/174 HIR;
Menimbang, bahwa Termohon Konvensi memberikan pengakuan
berklausul/pengakuan berkualifikasi/membantah dalil-dalil angka ....... e I , dan
. , oleh karena itu Pemohon Konvensi wajib membuktikan dalil-dalil tersebut;
Menimbang, bahwa dari dalil-dalii permohonan Pemohon Konvensi
dengan dihubungkan jawaban Temohon Konvensi, replik dan duplik, maka
yang menjadi pokok sengketa adalah sebagai berikut:

I

D' i R SR B A R S T e R e e A dst.
Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-daliinya Pemohon

Konvensi telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 dst .... serta ...... orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah
bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta
otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon Konvensi dan

¥ Termohon Konvensi telah melangsungkan perkawinan pada tanggal
#tanggal_perkawinan# tercatat pada #kua_tempat_menikah#. Bukti tersebut
tidak dibantah oleh Termohon Konvensi, sehingga bukti tersebut telah
memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai
kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR/ Pasal
285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata;
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Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah bukti tertulis berupa fotokopi

............. yang dikeluarkan oleh ........... tidak bermeterai, sehingga bukti

o tersebut tidak memenuhi syarat formil, oleh karena itu bukti P.2 tersebut
i dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P.3 adalah bukti tertulis berupa fotokopi akta
di bawah tangan bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, isi
bukti tersebut menjelaskan mengenai ........................... Bukti tersebut tidak
dibantah oleh Termohon Konvensi, sehingga bukti tersebut telah memenuhi
syarat formil dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan
yang sempurna dan cukup, sesuai dengan Pasal 288 R.Bg/1875
KUHPerdata/BW;

Menimbang, bahwa saksi 1 (nama saksi), saksi 2 (nama saksi) dan
saksi 3 (nama saksi), yang diajukan Pemohon Konvensi ketiganya sudah
dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah

N disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya ketiga saksi tersebut memenuhi
syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR /
Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Pemohon Konvensi
MEONAENAL  wvsnimmusmim sssvonns b ST e , adalah fakta
yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-
dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon Konvensi, oleh karena itu keterangan
saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam
Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki
kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 3 Pemohon Konvensi mengenai
..................................................................................... , adalah fakta yang tidak

v dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri/, oleh karena itu keterangan saksi
tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 171

HIR/Pasal 308 R.Bg, sehingga harus dikesampingkan;
Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon

Konvensi bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu
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keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172
HIR/Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

o Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalii bantahannya,
Termohon Konvensi mengajukan bukti surat T.1, T.2, dst., serta ..... orang saksi
(nama saksi);

Menimbang, bahwa bukti T.1 adalah bukti tertulis berupa fotokopi
................ yang dikeluarkan oleh .................... bermeterai cukup, tidak
cocok dengan aslinya, bukti tersebut tidak memenuhi syarat formil, sehingga
harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti T.2 adalah bukti tertulis berupa fotokopi
................ yang dikeluarkan oleh .................... bermeterai cukup, di-
nazegelen, akan tetapi isinya tidak mendukung dalil-dalil bantahan Termohon
Konvensi, sehingga bukti tersebut tidak memenuhi syarat materiil, oleh karena
itu bukti T.2 harus dikesampingkan;

e Menimbang, bahwa saksi 1 Termohon Konvensi, sudah dewasa,
berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah
terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam
Pasal 145 ayat (1) HIR/Pasal 172 ayat (1) R.Bg. Namun demikian keterangan
saksi 1 Termohon Konvensi mengenai ............... , adalah fakta yang tidak
dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri (testimonium de auditu), oleh
karena itu keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil
sebagaimana diatur dalam Pasal 171 ayat (1) HIR/Pasal 308 R.Bg, sehingga
keterangan saksi tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa saksi 2 Termohon Konvensi, sudah dewasa,
berakal sehat, dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil
sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR/Pasal 172 ayat (1) R.Bg,

S namun demikian keterangan saksi 2 Termohon Konvensi mengenai .........
adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan
dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Termohon Konvensi, akan tetapi
keterangan saksi tersebut tidak didukung oleh bukti yang lainnya, sehingga

keterangan seorang saksi saja tidak dianggap pembuktian yang cukup (unus
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| testis nullus testis) dan harus dikesampingkan, sesuai Pasal 169 HIR/Pasal 306
R.Bg juncto Pasal 1905 BW,

A Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon Konvensi,
bukti P.1, P.3, Saksi 1 dan Saksi 2 Pemohon Konvensi terbukti fakta-fakta
sebagai berikut:

T ;
M e A e e e A T e s A e s i G s A A T e S S o 3
S T e e e el T T sl e e i
B e s s e R R S R S A T S A S S e S S s ATy .
T :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat
disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi ketentuan
Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 junctis Pasal 19 huruf
......... dan Pasal 116 huruf ........ Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah sesuai dengan
Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor ... tanggal .... yang
memberikan kaidah NURBIM ;s mammmsismmsimmnnismsmssnsmsssvsmim s

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma
hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Al-quran ........................
R B ; - To [[- (P —— dan
3. Kaah Bl ......omaam oo :

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut

7]

di atas dan Pemohon Konvensi belum pernah menjatuhkan talak/baru
menjatuhkan talak raj'i satu kali, maka petitum permohonan Pemohon Konvensi
mengenai izin talak raj’i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam,

oleh karena itu dapat dikabulkan;
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Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut
di atas, maka permohonan Pemohon pada petitum angka 2 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan
kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Panitera Pengadilan
Agama Palopo, diperintahkan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak,
setelah ikrar talak diucapkan, kepada #kua_tempat_menikah# dan Pegawai
Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan ........ Kabupaten/Kota.......
serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan ........
Kabupaten/Kota.......... :
Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat
Rekonvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan dalil-dalil
sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil rekonvensi tersebut, Tergugat
Rekonvensi memberikan pengakuan secara murni terhadap dalil-dalii angka
............................ sehingga berdasarkan Pasal 174 HIR/Pasal 311 R.Bg, dalil-
dalil tersebut telah terbukti;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi membantah/mengakui
secara berklausul/secara kualifikasi terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat

Rekonvensi angka .......... danie...: Oleh karena itu Penggugat Rekonvensi
wajib membuktikan dalil-dalil angka ...... dan .....tersebut;
Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil angka ...... dan ...... )

Penggugat Rekonvensi telah mengajukan bukti surat PR.1, dst., serta ....

orang saksi;
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Menimbang, bahwa bukti PR.1 adalah bukti tertulis berupa fotokopi
............. yang dikeluarkan oleh .............. bermeterai cukup, di-nazegelen,
dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan hal .............. , bukti
tersebut tidak dibantah oleh Tergugat Rekonvensi, sehingga bukti tersebut telah
memenuhi syarat formil dan materiil, maka mempunyai kekuatan pembuktian
yang sempurna;

Menimbang, bahwa bukti PR.2 adalah bukti tertulis berupa fotokopi
................ yang dikeluarkan oleh .................... bermeterai cukup, di-
nazegelen, akan tetapi isinya tidak mendukung dalil-dalii Penggugat
Rekonvensi, oleh karena itu bukti tersebut tidak memenuhi syarat materiil dan
harus dikesampingkan;

Menimbang bahwa bukti PR.3 adalah bukti tertulis berupa fotokopi
................ yang dikeluarkan oleh .................... bermeterai cukup, di-
nazegelen, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan hal
.......................... , bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat Rekonvensi,
oleh karena itu bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil,
sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan
mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat Rekonvensi, tidak
mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Penggugat Rekonvensi,
sudah dewasa, berakal sehat, dan sudah disumpah, sehingga saksi tersebut
memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR/Pasal 172
R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat
Rekonvensi mengenai dalil-dalil angka .........., adalah fakta yang dilihat
sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang
harus dibuktikan oleh Penggugat Rekonvensi, oleh karena itu keterangan saksi
tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal
171 ayat (1) HIR/Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki
kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat

Rekonvensi bersesuaian satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua
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orang saksi tersebut memenuhi ketentuan Pasal 171 dan Pasal 172 HIR/Pasal
308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi 3, Penggugat Rekonvensi mempunyai
hubungan keluarga/pekerjaan dengan Penggugat Rekonvensi, walaupun sudah
dewasa, berakal sehat, dan sudah disumpah, saksi tersebut tidak memenuhi
syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR/Pasal 172 R.Bg.,
sehingga saksi tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalii bantahannya
Tergugat Rekonvensi mengajukan bukti surat TR.1, TR.2, dst., serta ..... orang
saksi;

Menimbang, bahwa bukti TR.1 adalah bukti tertulis berupa fotokopi
................ yang dikeluarkan oleh .................... bermeterai cukup dan tidak
sesuai dengan aslinya, sehingga bukti tersebut tidak memenuhi syarat formil,
oleh karena itu harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti TR.2 adalah bukti tertulis berupa fotokopi
................ yang dikeluarkan oleh .................... bermeterai cukup, di-
nazegelen, akan tetapi isinya tidak mendukung dalil-dalil bantahan Tergugat
Rekonvensi, sehingga bukti tersebut tidak memenuhi syarat materiil dan harus
dikesampingkan;

Menimbang, bahwa saksi 1 Tergugat Rekonvensi, tidak mempunyai
hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Tergugat Rekonvensi, sudah
dewasa, berakal sehat, dan sudah disumpah, sehingga saksi tersebut
memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR/Pasal 172
R.Bg. Namun demikian keterangan saksi 1 Tergugat Rekonvensi mengenai
dalil-dalil Penggugat Rekonvensi angka ........., adalah fakta yang tidak dilihat
sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri sehingga keterangan saksi tersebut
tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 ayat
(1) HIR/Pasal 308 R.Bg., oleh karena itu keterangan saksi tersebut harus
dikesampingkan;

Menimbang, bahwa saksi 2 Tergugat Rekonvensi, tidak mempunyai
hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Tergugat Rekonvensi, sudah

dewasa, berakal sehat, dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil
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sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR/Pasal 172 R.Bg. Namun demikian
keterangan saksi 2 Tergugat Rekonvensi mengenai dalil-dalil angka .......... ,
adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri, akan tetapi
tidak didukung bukti lainnya, sehingga keterangan seorang saksi tersebut
merupakan keterangan saksi unus testis nullus testis, oleh karena itu harus
dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian seluruh bukti tertulis dan bukti
saksi yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi tidak dapat melumpuhkan
seluruh bukti tertulis dan bukti saksi Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat Rekonvensi,
bukti PR.1 dan PR.3, Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat Rekonvensi serta hasil
pemeriksaan setempat (discente) ditemukan fakta sebagai berikut:

D e T s e S T e A B LR SR AR S S R A R :
2 Y N s gL S o PIPUNIN ST SOUNE SRT T SORRPIN T SO SRR :
7. O N T O N S WA N0 SN U SRy SO DSURgL Sy S N ;
e s T T S S B e e N e I e e e o :
Bk s A G e S S S S i e R A A R :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat
disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

Rl vr ey S S Y PO SO USSR TRNT WL ¥ ¥Vl ST S SR :
2 S N, WO N e O~ S50 B NSO NG~ (OIS, s SRRSO U W Y >
O B bt e e ey O ANl el e el e, e e Sl e 0 e :

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal

......... Undang-Undang Nomor ............ juncto Pasal ................. Kompilasi
Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah sesuai dengan

Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor ...

tanggal............

! Jika merujuk yurisprudensi

Halaman 13 dari 15 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimt inkan terjadi perr 1 teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma
hukum Islam yang terkandung dalam:
1. Al-quran ...........ccoeeeeennnn.
2. AlHadis ...........c.ooceee. dan
3. Kaidah fikih ........................ yang diambil sebagai pendapat majelis

berbunyi sebagai berikut.....................c.c..
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut

di atas, maka gugatan Penggugat Rekonvensi telah terbukti dan karenanya
dapat dikabulkan seluruhnya;
Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang
perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara baik dalam konvensi
maupun rekonvensi dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat
rekonvensi;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan
hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1 Mengabulkan pemohonan Pemohon; 2. Menyatakan sah
pernikahan Pemohon (Muhammad Ardiansyah Sainal bin Zainal Abidin)
dengan Termohon (Tika Sari binti Umar)yang dilaksanakan pada tanggal
14 November 2012 di Kelurahan Salobulo, KEcamatan Wara Utara, Kota
Palopo.3. Memberi izin kepada Pemohon (Muhammad Ardiansyah
Sainal bin Zainal Abidin) untuk menjatuhkan talak satu raja€™i terhadap
Termohon (Tika Sari binti Umar).4. Membebankan kepada Pemohon
untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp 391000,00 (
tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis
yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 09 Oktober 2018 Masehi,
bertepatan dengan tanggal 29 Muharram 1440 Hijriah, oleh kami Drs. M.
Thayyib HP sebagai Ketua Majelis, Noor Ahmad Rosyidah, S.H.l. dan Hapsah,
S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua

Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh
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Musdalifah, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon
Konvensi/Tergugat Rekonvensi/kuasanya dan Termohon Konvensi/Penggugat

5 Rekonvensi/kuasanya,;

Hakim Anggota,

Noor Ahmad Rosyidah, S.H.I.

Hakim Anggota,

Hapsah, S.Ag., M.H.

-

Perincian biaya :

Pendaftaran

Proses

Panggilan

Redaksi

Meterai

Jumliah

(lima ratus sebelas ribu rupiah )

aObhON =

Panitera Pe/ngganti,

Musdalifah, S.H., M.H.

Rp30.000,00
Rp50.000,00
Rp420.000,00
Rp5.000,00
Rp6.000,00
Rp511.000,00
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